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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun
1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543b/U/1987.
Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang
belum diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap
ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau
Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman
transliterasi itu adalah sebagai berikut.
1. Konsonan
Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf Latin.

Huruf arab | Nama Huruf latin Keterangan
\ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
- Ba B Be
< Ta T Te
< Sa S Es (dengan titik diatas)
c Jim J Je
C Ha H Ha (dengan titik dibawah)
t Kha Kh Ka dan Ha
. Dal D De
3 Zal Z Zet (dengan titik diatas)
J Ra R Er




J Zai zZ Zet
o Sin S Es
o Syin Sy Es dan ye
o Sad S Es (dengan titik di bawah)
ol Dad D De (dengan titik di bawah)
b Ta T Te (dengan titik di bawah)
b Za Z Zet (dengan titik di bawah)
d ‘Ain ‘ Apostrof terbalik
¢ Gain G Ge
o Fa F Ef
g Qof Q Qi
d Kaf K Ka
J Lam L El
e Mim M Em
d Nun N En
3 Wau W We
® Ha H Ha
& Hamzah ’ Apostrof
] Ya Y Ye
2. Vokal
Vokal Tunggal Vokal Rangkap Vokal Panjang
T=a l=aa
I=i ) =ai @l =i
f=y Ji =au }i =uu

3. Ta marbutah
Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

ddlraa 3) e ditulis mar atun Jjamiilah
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Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

dda 8 ditulis fuatimah

. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf

yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

) ditulis Rabbanaa

A ditulis al-birr
. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh ‘huruf syamsiyah” ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

u-maﬂ\ ditulis asy-syamsu
Ja A ditulis ar-rajulu
) ditulis as-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh ‘huruf qamariyah” ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang
mengikuti dan dihubungkan tanda sambung.

Contoh:

vil



)Aﬁ\ ditulis al-gamar
e ditulis al-badii’

A ditulis al-jalaal

. Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi,
jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah
itu ditransliterasikan dengan apostrof /°/.
Contoh:
<l ditulis umirtu

s ditulis syai 'un
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ABSTRAK

Asti Baqiyatussofi Septiana. 2023. Perspektif Mediator Non Hakim Pengadilan
Agama Kajen Terhadap Ketidakberhasilan Mediasi dalam Menangani Perkara
Perceraian. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam.
Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing Jumailah, M.S.I.

Dalam pasal 38 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa
“perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan
pengadilan”. Oleh karena itu, setiap perkara yang masuk dalam persidangan
dilakukan upaya perdamaian yaitu melalui Mediasi, mediasi adalah suatu proses
penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara
mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.
Proses Mediasi di Pengadilan dilakukan oleh mediator, baik yang berasal dari
hakim maupun non hakim. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengenai
implementasi mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen serta
mengetahui perspektif dari mediator non hakim Pengadilan Agama Kajen terhadap
ketidakberhasilan mediasi dalam menangani perkara perceraian.

Jenis penelitian yang di pakai adalah hukum yuridis empiris dengan
pendekatan pendekatan kualitatif ini sumber datanya berupa data primer yang
diperoleh melalui melalui wawancara kepada para pihak terkait yang dalam hal ini
adalah mediator non hakim, dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer
yang berupa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan juga data pendukung lainnya
seperti Buku atau jurnal dan hasil penelitian terdahulu.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi dari proses
pelaksanaan mediasi perkara perceraian yang di laksanakan di Pengadilan Agama
Kajen sudah sesuai dengan yang sebagaimana di atur dalam PERMA No 1 Tahun
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama. Perspektif Mediator Non
Hakim Pengadilan Agama Kajen terhadap Ketidakberhasilan Mediasi dalam
Menangani Perkara Perceraian yang dianalisis menggunakan teori efektivitas
hukum menunjukkan bahwa Keefektivan mediator non hakim sudah efektif dan
juga sesuai dengan peraturan yang berlaku, mereka hanya melaksanakan tugasnya
dan mengenai kesepakatan akhir dari mediasi yang dilakukan tersebuut
dikembalikan kepada kedua belah pihak yang berperkara. Dengan tingginya angka
perceraian serta keberhasilan dari mediasi yang masih tergolong rendah, diharapkan
agar kedepannya diadakan sosialisasi mengenai manfaat dari mediasi kepada
masayarakat secara luas, agar peroses mediasi yang di lakukan lebih efektif
sehingga dapat meningkatkan keberhasilan mediasi yang mana hal tersebut harus
di dukung oleh kesadaran dari masyarakat.

Kata kunci: Perceraian, Mediasi, Mediator.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-
undang No.l Tahun 1974 tentang perkawinan, dijelaskan bahwa
perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang
perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan “Ketuhanan Yang
Maha Esa”.! Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 2
disebutkan bahwa Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan,
yaitu merupakan akad yang sangat kuat atau Mitsdqgan Galizan untuk
menaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah, 2
yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan
warahmabh.

Setiap orang menginginkan agar perkawinan yang dilakukannya itu
tetap utuh sepanjang kehidupannya, namun tidak sedikit perkawinan yang
dibina dengan susah payah itu berakhir dengan suatu perceraian.’ Seiring
berjalannya waktu di dalam perkawinan sering dihadapkan dengan berbagai

problem, konflik ataupun perselisihan yang dapat mengakibatkan

! Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

2 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, Cet.III (Bandung: CV Nuansa
Aulia, 2011), hlm.2.

3 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, (Cet,
IV, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), him. 443.



pertengkaran.*Sebab dalam perkawinan bukan hanya menyatukan dua
orang yang berbeda, namun menyatukan dua kepribadian yang berbeda atau
bahkan bertolak belakang. Sehingga dalam menjalani kehidupan rumah
tangga sebagai sepasang suami dan istri, adakalanya mengalami konflik
yang apabila tidak di selesaikan maka dapat berujung pada perceraian.
Perceraian dalam islam merupakan sesuatu yang diperbolehkan,
akan tetapi perceraian merupakan ihwal yang paling dibenci oleh Allah
Swt.> Sebab perceraian bukanlah pilihan satu-satunya untuk menyelesaikan
suatu permasalahan. Dalam pasal 38 Undang-undang Perkawinan
disebutkan bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian
dan atas keputusan pengadilan”. Dari peraturan perundang-undangan
tersebut maka secara normatif perceraian merupakan hal yang
diperbolehkan. Pada pasal selanjutnya, yakni pasal 39 Undang-undang
Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa:
1) perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah
pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan
kedua belah pihak.
2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami
atau istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai sepasang suami

istri.6

4 Armansyah Matondang, Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam
perkawinan, dalam Jurnal Ilmu Dan Sosial Politik, (Medan: Universitas Medan), Volume 2 Februari
2014, him. 143.

> Siti Rufiah Padijaya, Membincang Masalah Khulu’ (Gugat Cerai) dalam Islam, (Jakarta:
Rahima, 2011), him. 6.

®Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39.



Di Indonesia, Pengadilan Agama merupakan suatu wadah bagi
orang yang beragama islam untuk mendapatkan keadilan dan kepastian
hukum yang diharapkan mampu memberikan keputusan dari permasalahan
yang ada di tengah-tengah masyarakat islam yang meliputi: Perkawinan,
Kewarisan, Wakaf, Hibah, dan lain-lain. Selain itu, Pengadilan Agama juga
melaksanakan hukum keperdataan tertentu sesuai dengan aturan dan norma
islam. Perkara-perkara yang diajukan oleh pencari keadilan terhadap hal-hal
yang memungkinkan, maka hakim terlebih dahulu akan mengupayakan
dilakukan perdamaian untuk menghindari pihak-pihak yang merasa
dirugikan atas putusan yang dilakukannya.’

Salah satu pengadilan yang menangani perkara bagi para pencari
keadilan di kabupaten Pekalongan ialah Pengadilan Agama Kajen.
Pengadilan Agama Kajen melaksanakan fungsinya yaitu memeriksa,
memutus, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata agama di wilayah
Kabupaten Pekalongan yang salah satunya adalah perkara perceraian.
Sebagai pengadilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung,
maka dalam setiap perkara yang masuk dalam persidangan dilakukan upaya
perdamaian yaitu dengan Mediasi. Menurut Takdir Rahmadi, mediasi
adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih
melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang

tidak memiliki kewenangan memutus.® Proses Mediasi di Pengadilan

"Masburiyah dan Bakhtiar Hasan, Upaya Islah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan
Agama Kota Jambi, Media Akademika, hlm. 71.

8Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, (Jakarta:
Rajawali Press, 2011), hlm.12.



dilakukan oleh mediator, baik yang berasal dari hakim maupun non hakim.
Mediator non hakim adalah mediator yang diambil dari unsur masyarakat
diluar pengadilan. Seorang mediator dalam menjalankan tugasnya harus
memiliki sertifikat yang diperoleh dari Pendidikan Khusus Profesi Mediator
(PKPM) yang diselenggarakan oleh lembaga yang terakreditasi oleh
Mahkamah Agung. Namun dalam PERMA NO.1 tahun 2016, terdapat
pengecualian bahwa jika di dalam wilayah pengadilan tersebut tidak ada
hakim yang telah mempunyai sertifikat, maka hakim dilingkungan
pengadilan tersebut dapat menjalankan tugasnya sebagai mediator, baik
yang sudah mempunyai sertifikat ataupun belum.’

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di Pengadilan Agama
Kajen, jumlah data mengenai mediasi perceraian dari tahun 2020 sampai
dengan 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :'°

Tabel 1.1 Data hasil Mediasi di Pengadilan Agama Kajen

Tahun | Sisa Perkara Tidak Perkara | Tidak Berhasil
yang bisa di | yang di | berhasil
perkara diterima | mediasi Mediasi
2020 3.487 2.833 6.074 246 197 -
2021 2.229 2.425 4.392 262 238 19
2022 1.040 1.381 2.266 155 134 11

Sumber: Data Pengadilan Agama

% Dessy sunarsi dkk, Efektivitas peran mediator non hakim dalam penyelesaian perkara
perceraian di Pengadilan Agama Kelas 14 Pulau Jawa, dalam Jurnal Hukum Media Bhakti,
(Jakarta: Universitas Sahid Jakarta), Volume 2, No.2/Desember 2018, hlm. 142-143.

19 Data dokumen dari Pengadilan Agama Kajen, tanggal 16 Agustus 2022



Berdasarkan tabel data diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2020
tercatat Pengadilan Agama Kajen menerima perkara perceraian sebanyak
2.833 dan sebanyak 197 perkara tidak berhasil di mediasi. Pada tahun 2021,
mengalami sedikit penurunan perkara yaitu 2.425 perkara, namun mengenai
jumlah perkara yang berhasil di mediasi mengalami kenaikan yaitu
sebanyak 19 perkara. Dan pada tahun 2022 dari bulan Januari sampai
dengan bulan Agustus, Pengadilan Agama Kajen tercatat menerima 1.381
perkara dan sebanyak 134 perkara tidak berhasil untuk di mediasi. Hal
tersebut menunjukkan bahwa persentase keberhasilannya masih relatif
kecil, apakah dikarenakan proses mediasi yang rumit, atau dari pihak
mediator bahkan dari pihak-pihak yang berperkara itu sendiri yang memang
sulit untuk di damaikan, atau memang ada faktor-faktor yang lain.

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis
tertarik untuk melakukan studi yang berjudul “Perspektif Mediator Non
Hakim Pengadilan Agama Kajen terhadap Ketidakberhasilan Mediasi
dalam Menangani Perkara Perceraian”.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Implementasi mediasi perkara perceraian di Pengadilan
Agama Kajen?
2. Bagaimana perspektif mediator non hakim Pengadilan Agama Kajen
terhadap ketidakberhasilan Mediasi dalam menangani perkara

perceraian?



C. Tujuan Penelitian

1.

Untuk mengetahui Implementasi mediasi perkara perceraian di
Pengadilan Agama Kajen

Untuk mengetahui perspektif mediator non hakim Pengadilan Agama
Kajen terhadap ketidakberhasilan Mediasi dalam menangani perkara

perceraian.

D. Kegunaan Penelitian

1.

Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan pemahaman pemikiran dan keilmuan di bidang hukum
Islam khususnya yang berkaitan dengan teknik dan strategi mediator
non-hakim dalam pelaksanaan mediasi, dan dapat digunakan sebagai
bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti
mengenai mediasi di pengadilan agama.
Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan
pengetahuan sehingga diharapkan bisa menjadi rujukan informasi bagi
semua pihak mengenai mediasi serta sebagai bentuk kontribusi
pemikiran dengan mengetahui perspektif dari mediator non hakim
dalam membantu menyelesaikan perkara mediasi perceraian di

Pengadilan Agama.



E. Penelitian yang Relevan
Sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap
berbagai penelitian yang sudah ada, terdapat cukup banyak penelitian yang
berkaitan dengan penelitian ini, namun belum ada penelitian yang sama
hingga sampai titik substansinya. Untuk menghindari plagiasi, maka
peneliti mencantumkan beberapa penelitian yang telah ditemukan. Ada
beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, di

antaranya adalah:

Tabel 1.2
N [NAMA JUDUL PERSAMAAN | PERBEDAAN
0) SKRIPSI
1 Riski Faktor-faktor | Pada Pada fokus
Andika yang pembahasan penelitiannya,
Wungguli | Mempengarui | mengenai faktor | yaitu pada
Gagalnya penyebab penelitian ini
Mediasi ketidakberhasila | lebih  berfokus
dalam n mediasi pada perspektif
Penanganan mediator  non-
Perkara di hakim,
Pengadilan sedangkan pada
Agama peneliti  Riski
Bitung.!! Andika
Wungguli
berfokus pada
faktor penyebab
ketidakberhasila
n mediasi
2 Candra Analisis Pada Terletak  pada
Hadi terhadap Hasil | pembahasan subjeknya, yaitu
Prasetyo Mediasi yang | mengenai pada penelitian
gagal di | penyebab ini yang menjadi
Pengadilan ketidakberhasila | subjeknya
Agama Kota | n proses mediasi | adalah mediator

lRiski Andika Wungguli, Faktor-faktor yang mempengaruhi gagalnya mediasi dalam
menangani perkara di Pengadilan Agama Bitung. Skripsi, Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah
(Manado: Institut Agama Islam Negeri Manado)



Malang pada non-hakim
bulan Januari sedangkan pada
2015  (Studi penelitian
kasus di Candra Hadi
Pengadilan Prasetyo  yang
Agama Kota menjadi
Malang).!? subjeknya
adalah mediator
dan juga para
pihak yang
berperkara
Yogi Faktor-faktor | Pada tema yang | Pada fokus
Wahyudi kegagalan serupa, yaitu | penelitiannya,
mediasi di | mengenai yaitu fokus yang
Pengadilan Mediasi peneliti  ambil
Agama dalam pada penelitian
Mendamaikan ini adalah
Perkara perspektif
Perceraian mediator  non-
(Studi  kasus hakim
Pengadilan sedangkan fokus
Agama penelitian yang
Kotabumi diambil oleh
Tahun 2016- peneliti  Yogi
2017).13 Wahyudi adalah
faktor-faktor
ketidakberhasila
n mediasi.
Muhamma | Faktor Persamaannya Terletak  pada
d Khusni | Kegagalan yaitu pada | pembahasannya,
Zulkhfa Mediasi pembahasan yaitu pada
dalam mengenai penelitian  ini
Menyelesaika | ketidakberhasila | yang dibahas
n Perkara | n mediasi dan | ialah mengenai
Perceraian di | juga tempat | penerapan
Pengadilan penelitiannya mediasi di
Agama Kajen Pengadilan
Tahun 2017.' Agama  Kajen

12Candra Hadi Prayitno, Analisis terhadap hasil mediasi yang gagal di Pengadilan Agama
Kota Malang dalam kasus perceraian pada bulan Januari 2015 (studi kasus di Pengadilan Agama
Kota Malang). Skripsi Fakultas Hukum (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang)

3Yogi Wahyudi, Faktor-faktor kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Dalam
mendamaikan Perkara Perceraian (Studi kasus Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2016-2017).
Skripsi Ahwal As-Syakhsiyah (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro)

“Muhammad Khusni Zulkfa, Kegagalan dan Keberhasilan Mediasi dalam Penyelesaian
Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2017. Jurnal Hukum Islam, Pekalongan:
TAIN Pekalongan, Volume 1, No.1/April 2021



dan  perspektif
Mediator  non-
hakim nya
terhadap
ketidakberhasila
n mediasi.
Sedangkan pada
penelitian
Muhammad
Khusni Zulkhfa
hanya
membahas
mengenai
ketidakberhasila
n dan juga
keberhasilan
mediasi

5 Ulfa Asyifa | Peran Persamaannya Pada penelitian
Firdausiya | Mediator pada tempat | ini, yang
h Non-hakim penelitian, yaitu | menjadi  fokus
dalam di  Pengadilan | penelitianya
Mediasi Agama Kajen adalah

Perkara Perspektif
Perceraian di Mediator Non-
Pengadilan hakim

Agama Pengadilan
Kajen." Agama  Kajen
terhadap
ketidakberhasila
n mediasi.
Sedangkan pada
penelitian  Ulfa
Asyifa
Firdausiyah
yang  menjadi
fokus
penelitiannya
adalah Peran
dari  Mediator
Non-hakim.

Ulfa Asyifa Firdausiyah, Peran Mediator Non-hakim dalam Mediasi Perkara
Perceraian di Pengadilan Agama Kajen, Skripsi Fakultas Syariah, (Pekalongan: IAIN Pekalongan)
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Demikian beberapa karya ilmiah yang berhasil penulis himpun. Dari
berbagai literatur diatas menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya
berbeda dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Penelitian-
penelitian sebelumnya atau beberapa kasus yang ada secara umum
membahas faktor penyebab ketidakberhasilan mediasi secara global,
sedangkan yang akan penulis kaji lebih mengarah pada perspektif mediator
non hakim mengenai ketidakberhasilan mediasi yang dilakukan di
Pengadilan.

F. Kerangka Teoretik
1. Mediasi

a. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, kata mediasi berasal dari bahasa latin
“Mediare” yang memiliki arti berada di tengah. Sedangkan secara
terminology, mediasi merupakan salah satu bentuk negosiasi antara dua
individu atau kelompok dengan melibatkan pihak ketiga dengan tujuan
untuk membantu mencapai suatu penyelesaian yang bersifat kompromi
atau suatu cara penyelesaian masalah di luar Pengadilan. 16

Menurut John W.Head, mediasi adalah prosedur pencegahan
dimana seseorang bertindak sebagai  “kendaraan”  untuk
berkomunikasi antara para pihak, sehingga pandangan mereka yang

berbeda mengenai permasalahan tersebut dapat dipahami dan mungkin

16 Yogi Wahyudi, Faktor-faktor kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Dalam
mendamaikan Perkara Perceraian (Studi kasus Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2016-2017).
Skripsi Ahwal As-Syakhsiyah (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro), hlm. 22
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di damaikan.!” Dalam Perma No. 1 Tahun 2016 pada pasal 1 butir 1,
disebutkan bahwa “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa
melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh
mediator’'8.Sedangkan, pengertian Mediator disebutkan dalam pasal 1
butir 2, yaitu “ Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki
sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak
dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan
penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau
memaksakan sebuah penyelesaian. ”"°

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Mediasi mengandung
tiga unsur penting. Pertama, Mediasi merupakan proses penyelesaian
sengketa atau perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih.
Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa merupakan
pihak yang bukan dari pihak yang bersengketa.Ketiga, para pihak yang
terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut tidak bertindak sebagai
penasehat serta tidak mempunyai wewenang apapun dalam

menentukan keputusan.?°

b. Mediasi dalam Islam

Dalam ajaran islam, mediasi dikenal dengan istilah Ishlah yang

artinya memutuskan suatu perselisihan. Sedangkan menurut istilah

17 Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka
utama, 2006), him. 120

18 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016, Pasal 1 butir 1

19 Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016, Pasal 1 butir 2

20 Heri Swantoro, Strategi & Taktik Mediasi, (Jakarta: Kencana, 2016), him. 16-18
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syarak, yang dimaksud dengan Ishlah adalah akad yang dimaksudkan
untuk mengakhiri perselisihan antara dua orang dengan tujuan untuk

berdamai.?!

Sedangkan menurut ulama figh, kata Ishlah diartikan sebagai
perdamaian, yaitu kesepakatan yang ditetapkan untuk menghilangkan
perselisihan antara manusia yang bertikai, baik individu ataupun
kelompok. Pada dasarnya, praktik Ishlah sudah dilakukan pada masa
Rasulullah SAW dengan berbagai bentuk, baik untuk mendamaikan
suami istri yang sedang bertengkar, maupun penyelesaian perselisihan
antara umat Islam dengan kaum kafir dan antara satu pihak dengan
pihak lain. Ishlah menjadi salah satu metode untuk mendamaikan
dengan kerelaan masing-masing pihak yang bersengketa tanpa melalui
proses peradilan di hadapan hakim. Tujuannya agar para pihak yang
bersengketa dapat mencari jalan keluar dari konflik yang terjadi atas
dasar kerelaan semua pihak. Seperti dalam firman Allah Swt Q.S An-
Nisa ayat 35 yang berbunyi :>

Ledal (o Ul 4l (i LS 150l Logily (3185 082 ()
Dt Gale Al &) g 4N (38 5) W30l 120 3 ()

Artinya:

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara

keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki
dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru

2l Yogi Wahyudi, Faktor-faktor kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Dalam
mendamaikan Perkara Perceraian (Studi kasus Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2016-2017).
Skripsi Ahwal As-Syakhsiyah (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro), hlm. 25.

22M. Quraish Shihab, 4I-Qur’an dan Maknanya, (Tangerang: Lentera Hati, 2021), him. 84.
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damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi
taufik kepada suami-istri itu. Sungguh Allah Maha Teliti, Maha
Mengenal.” (Q.S An-Nisa ayat 35)

Dari surat an-Nisa ayat 35, dapat dilihat kaitannya antara
perdamaian dengan pemahaman atau konsep mediasi saat ini dan sesuai
dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di
Pengadilan. Dalam pasal 19 ayat 1 disebutkan bahwa para pihak berhak
memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar
mediator di pengadilan??, yang artinya mediator atau penengah tersebut
berasal dari luar keluarga. Sedangkan pada ayat tersebut disebutkan
bahwa jika terjadi perselisihan (Syigaqg) diantara suami dan istri sampai
melanggar batas-batas yang telah ditetapkan Allah Swt, maka hal
tersebut dapat diperbaiki melalui jalan Mediasi dengan mengutus dua
orang juru damai (hakam). Kedua hakam tersebut bertugas untuk
menemukan akar penyebab terjadinya perselisihan, kemudian mencari
solusi terbaik untuk keduanya, apakah mereka berdamai atau harus
memutuskan ikatan pernikahan mereka. Walaupun dalam ayat tersebut
tertulis jika hakam berasal dari keluarga kedua belah pihak, tetapi itu
bukan keharusan. Hakam boleh berasal dari luar keluarga, karena
hakam yang dari luar keluarga lebih bisa melihat masalah dengan jelas
tanpa merasa sungkan atau segan, dan mampu mencari jalan keluar

terbaik dari perselisihan yang terjadi antara suami dan istri.

23Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016, Pasal 19 butir 1.
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Ajaran Islam selalu menganjurkan untuk menghindari konflik,
termasuk konflik dalam rumah tangga, karena Islam menginginkan
keutuhan dalam rumah tangga. Namun, apabila konflik rumah tangga
memang tidak bisa dihindari, maka perdamaian harus diupayakan dan

harus menjadi pilihan yang utama.

2. Perkara Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah suatu keadaan antara suami dan istri dimana
terdapat ketidakcocokan batin yang mengakibatkan putusnya suatu

ikatan perkawinan melalui putusan pengadilan. 2*

UU No. 1 Tahun 1974 pasal 38 mendefinisikan perceraian
sebagai “putusnya perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan
perkawinan adalah “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan
seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha
Esa”.Jadi perceraian adalah putusnya ikatan lahir dan batin antara
suami istri yang mengakibatkan putusnya hubungan keluarga antara

suami istri.?®

24 Enda Muhadi, Aspek-Aspek Maqgashid As-Syariah Dalam Penetapan Alasan-Alasan
Perceraian Pada PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Stiletto Indie
Book, 2019), him. 21

25Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 38.
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Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan UU no. 1 Tahun 1974 Pasal 14 dijelaskan bahwa
“seorang suami yang telah mengadakan perkawinan menurut agama
Islam, yang hendak menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada
pengadilan di tempat kediamannya, yang berisi pemberitahuan bahwa
ia bermaksud untuk menceraikan istrinya dengan disertai alasannya

dan meminta pengadilan untuk mengadakan sidang untuk itu” ¢

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 129 juga
ditegaskan: “seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada
istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada
Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai
dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan

itu.”?7

b. Sebab-sebab Perceraian

Menurut KHI Bab XVI Tentang Putusnya Perkawinan Pasal

116, Perceraian dapat terjadi karena:

a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,

penjudi dan lain sebagainya yang sukar disesmbuhkan

26Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 14.
2’Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, Cet.Ill (Bandung: CV Nuansa
Aulia, 2011), hm.37-38.
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b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau
karena hal lain diluar kemampuannya;

c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat
yang membahayakan pihak lain;

e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;

f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga;

g) Suami melanggar taklik talak;

h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak
rukunan dalam rumah tangga.?®

3. Teori Efektivitas Hukum
Efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan
suatu strategi dari perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu
perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum. Secara khusus,
terlihat jenjang diantara hukum dalam tindakan (law in action) dengan

hukum dalam teori (law in theory), dengan kata lain kegiatan yang

28Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, Cet.IIl (Bandung: CV Nuansa
Aulia, 2011), hlm.35.
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dimaksudkan akan memperlihatkan kaitan antara law in action dengan
law in theory?°.

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum dapat dilihat
dari efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh:

a. Faktor dari hukum itu sendiri (undang-undang)

b. Faktor penegak hukum

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung

d. Faktor masyarakat

e. Faktor kebudayaan

Kelima faktor diatas saling berkaitan antara satu sama lain, sebab
faktor-faktor tersebut merupakan hakikat dari penegakan hukum, serta
sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.3°

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah metode ilmiah yang rasional, empiris,
dan sistematis yang digunakan dalam suatu disiplin ilmu untuk melakukan
penelitian. Sedangkan metode penelitian berkaitan dengan prosedur, teknik,
alat atau instrumen, serta desain penelitian yang digunakan, waktu
penelitian, sumber data dan dengan cara apa data itu diperoleh yang

kemudian diolah dan juga dianalisis.!

2 Soerjono soekamto. Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat (Jalarta: CV. Rajawali;
1985)hlm.73.

30 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta:
PT. Raja Garfindo Persada, 2008), hlm. 8

31 Andra Tersiana, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018), hlm.6.
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1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum yuridis
empiris, yaitu penelitian ini berpijak pada norma dan sistematika hukum
dan didukung dengan data primer dengan melakukan penelitian
lapangan yang dikombinasikan dengan penelitian kepustakaan.3?
2. Pendekatan Penelitian
Pada penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif.
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan deskriptif
yang berupa kata-kata atau lisan dari fenomena yang diteliti atau dari
orang-orang yang berkompeten pada bidangnya.3?
3. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang
diperoleh langsung dari subyek penelitian®*. Pada penelitian ini
penulis memperoleh data langsung melalui wawancara dengan

mediator non hakim Pengadilan Agama Kajen.

32 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris”,
Cet Ke-V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 47.

3Lexy, J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001),
hlm. 3.

34 Saifudin Anwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar,1998), him.90.
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b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain
atau secara tidak langsung. 3° Data sekunder dalam penelitian ini

dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Bahan hukum primer yang berupa Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2016

2) Bahan hukum sekunder yang berupa data pendukung
seperti buku atau literature, jurnal dan hasil penelitian
terdahulu.

4. Teknik Pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab secara lisan,
antara dua orang atau lebih dengan berhadapan secara fisik,
sehingga dapat melihat satu sama lain dan mendengar dengan telinga
sendiri dari suaranya.’® Dalam hal ini, yang menjadi informan

adalah mediator non hakim dari Pengadilan Agama Kajen.

35Usman Husain Purnomo dan Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2000), him. 81.
36 Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
2012), him. 88.
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b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan
data kualitatif dengan mencermati dan menganalisis buku-buku,
dokumen, peraturan-peraturan, dan lainnya.?’ Dalam hal ini data
yang digunakan oleh peneliti berupa buku-buku yang berkaitan
dengan Mediasi, peraturan pemerintah, dokumen atau arsip dari
Pengadilan Agama Kajen.

Studi dokumentasi ini dilakukan dengan melakukan
pencatatan terhadap berbagai dokumen resmi, peraturan dan
arsip yang tersedia seperti data hasil mediasi yang gagal dalam
kasus perceraian. Dengan tujuan untuk memperoleh bahan yang
mendukung secara teoritis topik penelitian.

5. Teknik Analisa Data.

Analisis data merupakan proses penyusunan data secara
sistematis yang diperoleh dari hasil catatan lapangan, dan
dokumentasi dengan cara mengorganisir data, menjabarkan,
menyusun kedalam pola, dan membuat kesimpulan agar dapat

difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.’®

Adapun teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan

peneliti adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu penulis

3’Djam’an Satori dan Aan komariyah, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfa Beta,
2010), hlm. 104.

3Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek), (Jakarta: PT
Rieneke Cipta, 1998) hlm. 244
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mengumpulkan data dan informasi terkait dengan proses mediasi.
Kemudian, data yang telah diperoleh tersebut dianalisis sehingga
dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai permasalahan yang
diamati. Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan
objektif sesuai dengan yang menjadi tujuan dalam penelitian ini,
maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teknik analisis data deskriptif terhadap data kualitatif, dengan cara
menganalisis konteks dari telaah pustaka dan analisis pernyataan
dari hasil wawancara mediator non hakim Pengadilan Agama Kajen
yang dianggap mengetahui banyak tentang permasalahan mediasi
dalam kasus perceraian. dalam melakukan analisis data, peneliti

mengacu pada beberapa tahapan yaitu:

a. Pengumpulan data, adalah proses pengumpulan data yang
dilakkukan dengan menggunakan tiga cara, yaitu observasi,
wawancara, dan dokumentasi.

b. Reduksi data, yaitu proses pemilihan data yang diperlukan dan
berhubungan dengan penelitian, penyederhanaan, pengikhtisaran
dan mentransformasikan data yang diperoleh dari catatan-catatan
lapangan selama penelitian yang kemudian dipilih sesuai dengan
fokus penelitian.

c. Penyajian data, yaitu menampilkan data yang telah dikumpulkan
dan kemudian disajikan melalui uraian singkat tetapi dapat

menjelaskan secara keseluruhan.



22

d. Penarikan kesimpulan, yaitu proses menyimpulkan hasil
penelitian serta memverifikasi bahwa kesimpulan tersebut
didukung oleh data yang telah dikumpulkan dan dianalisis.
Kesimpulan ditarik secara seksama dengan melakukan verifikasi
berupa tinjauan catatan di lapangan agar data yang diperoleh
dapat diverifikasi.?®

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memperjelas isi dari masing-
masing bab secara sistematis agar tidak terjadi kesalahan dalam
penyusunannya. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini akan
penulis susun ke dalam 5 bab, yang terdiri atas beberapa sub pembahasan

sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini, berisi pembahasan tentang latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan

pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi landasan teori yang memuat pengertian mediasi, dasar
hukum mediasi, tujuan dan manfaat mediasi, prinsip-prinsip mediasi, tahapan
dan prosedur mediasi, kelebihan dan kelemahan mediasi, pengertian

mediator, kriteria mediator, tugas mediator, pengertian perceraian dan alasan-

39 Samiaji Sarosa, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021),
hlm. 3-4.
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alasan terjadinya perceraian berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan di

Indonesia.

Bab III berisi hasil penelitian, Pada bab ini berisi tentang letak geografis
Pengadilan Agama Kajen, Perspektif Mediator Non-Hakim tentang

ketidakberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kajen.

Bab IV berisi Analisis hasil penelitian yaitu Perspektif Mediator Non-
Hakim Pengadilan Agama Kajen terhadap Ketidakberhasilan Mediasi dalam

menangani perkara perceraian.

BAB V berisi penutup yang terdiri dari, kesimpulan dan saran sebagai

penutup dari hasil penelitian dan pembahasan.



BAB YV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang diuraikan pada bab

sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi dari proses pelaksanaan mediasi perkara perceraian yang
di laksanakan di Pengadilan Agama Kajen sudah sesuai dengan yang
sebagaimana di atur dalam PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan Agama. Seperti halnya mengenai mediator
sebagai penengah dalam berlangsungnya proses mediasi, mengacu pada
PERMA No 1 Tahun 2016 tersebut disebutkan dalam pasal 1 ayat (2)
mengenai yang dapat menjabat sebagai seorang mediator tidak hanya
dari kalangan hakim, tetapi orang lain yang memiliki sertifikat sebagai
mediator di mana di Pengadilan Agama Kajen seluruh Mediatornya
sudah memiliki sertifikat dan merupakan hal yang wajib.

2. Mengenai Perspektif atau pandangan dari Mediator Non Hakim
Pengadilan Agama Kajen terhadap Ketidakberhasilan Mediasi dalam
Menangani Perkara Perceraian yang kemudian di analisis oleh peneliti
menggunakan teori efektivitas hukum, menunjukkan bahwa sebagai
mediator atau penengah dalam mediasi mereka hanya bisa
mengupayakan perdamaian dengan melakukan tugas serta peran mereka

sebagai mediator yang sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016.

90
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Keefektivan mediator tersebut sudah efektif dan juga sesuai dengan
peraturan yang berlaku, mereka hanya melaksanakan tugasnya dan
mengenai kesepakatan akhir dari mediasi yang dilakukan tersebuut

dikembalikan kepada kedua belah pihak yang berperkara.

B. Saran

Penelitian ini, merupakan penelitian yang jauh dari kata sempuna

baik dari segi penulisan, pemahaman ataupun analisis yang peneliti lakukan

terhadap pembahasan ini. Sebagai penutup, peneliti ingin memberikan

saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam

penelitian ini sebagai berikut:

1.

Dikarenakan tingkat perceraian yang tinggi dan juga keberhasilan dari
mediasi perceraian yang tergolong rendah, peneliti harap untuk
kedepannya di adakan sosialisasi mengenai manfaat penyelesaian
perkara melalui mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016
tentang mediasi di Pengadilan Agama kepada masyarakat secara luas,
agar proses mediasi yang dilakukan lebih efektif sehingga dapat
meningkatkan keberhasilan dari mediasi yang juga harus di dukung
oleh kesadaran dari masyarakat sebagai pihak yang berperkara.

Selanjutnya kepada para pihak yang telah melalui proses mediasi,
peneliti harap agar lebih berfikir matang-matang terhadap keputusan
yang akan diambil, sebab dampak negatif dari perceraian tersebut

adalah masa depan dan juga psikis anak.
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3. Selanjutnya untuk mediator di Pengadilan Agama Kajen, peneliti
berharap ada metode atau teknik baru dalam proses mediasi, serta
pengoptimalan dari upaya yang dilakukan oleh mediator dalam proses
mediasi yang diharapkan dapat meminimalisir ketidakberhasilan
mediasi yang berpengaruh terhadap tingkat perceraian yang ada di

Pengadilan Agama Kajen.
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MENANGANI PERKARA PERCERAIAN

Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan
berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data
(database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau
media lain secara filltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya
selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang
bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN
K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul
atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pemyataan ini yang saya buat dengan sebepamya.
Pekalongan, 28 Juli 2023

VB 1 EAKX290871450

ASTI BAOIYATUSSOFI SEPTIANA
NIM. 1118077
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